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PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Mj
S\ eI} z
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama,
dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1973, agama
Islam, pekerjaan PNS di MIN 11 Majene,
pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan
Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi
Barat, sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Majene, 05 Januari 1968, agama
Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA,
bertempat tinggal di Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 12 Mei 2023
dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal
17 Mei 1995 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1415 H., yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten
Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/33/V/1995, tanggal
22 September 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah milik bersama di JL. Manunggal, Lingkungan Galung Selatan,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 28 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-
masing bernama :

1) Anak 1 (umur 24 tahun)

2) Anak 2 (umur 20 tahun)

3) Anak 3 (umur 17 tahun)

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam
pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada awal
pertengahan bulan April tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak hamonis lagi yang di sebabkan;

1) Dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena perbedaan
pendapat, dan Tergugat sering mengeluarkan suara keras dihadapan
Penggugat.

2) Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di
Lingkungan segeri, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae
timur, Kabupaten Majene tanpa alasan yang jelas.

3) Tergugat juga sudah tidak memberikan uang belanja kepada
Penggugat, yang dimana merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai
kepala keluarga.

5. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, Penggugat pulang
kerumah orang tuanya di Lingkungan Segeri, Kelurahan Baruga dhua,

Kecamatan Banggae timur, Kabupaten Majene di karenakan sudah tidak
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sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sudah tidak menafkahi
Penggugat lagi;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Tergugat;

7. Bahwa sebagai seorang PNS Pada MIN 1 Majene, Penggugat telah
memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat
Izin Nomor 925/Kk.31.02/1/PW.01/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang
dikeluarkan oleh H. Mustapa Tangngali, S.Ag., MA.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I.,
M.H.l.) tanggal 08 Juni 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian, dengan isi
kesepakatan yaitu mengenai perkara cerai gugat yang apabila telah dikabulkan
oleh Hakim, maka mengenai akibat perceraian Penggugat dan Tergugat
menyepakati mengenai hak asuh anak bernama Musfirah binti Rahman.H. umur
24 tahun, Muhammad Rafiq bin Rahman.H. umur 20 tahun dan Imam Syafi'l bin
Rahman.H. umur 17 tahun berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah

kandungnya dan memberikan hak yang seluas-luasnya kepada Penggugat
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sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak
tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian namun pada pokok perkara
Pengugat dan Tergugat tidak berhasil rukun, selanjutnya Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara tertulis yang selanjutya terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis yang selanjutya terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara tertulis yang selanjutya terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggae Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat, Nomor 64/33/V/1995 Tanggal 22 September 2015. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1).
Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Surat izin atasan Nomor 925/Kk.31.02/1/PW.01/03/2023 tanggal 21 Maret
2023 yang dikeluarkan oleh H. Mustapa Tangngali, S.Ag., MA. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi
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Saksi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang menikah pada tanggal 17 Mei 1995;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di JL. Manunggal, Lingkungan Galung Selatan,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 28 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi Perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak
Pengugat pulang ke rumah orang tua kami di bulan Agustus 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Penggugat yang pulang ke rumah orang tua kami;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk membujuk
Penggugat kembali kerumah bersama, namun Penggugat menolaknya;

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
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Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di, Kecamatan Baruga Dhua, Kabupaten Majene, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
yang menikah pada tanggal 17 Mei 1995;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik bersama di JL. Manunggal, Lingkungan Galung Selatan,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 28 tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai terjadi Perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak
Pengugat pulang ke rumah orang tua kami di bulan Agustus 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 8 (delapan) bulan;

- Bahwa Penggugat yang pulang ke rumah orang tua kami;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang untuk membujuk
Penggugat kembali kerumah bersama, namun Penggugat menolaknya;

- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun

lagi;
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Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga tidak memberikan
tanggapan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahan atas dalil gugatan
Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Bukti Surat Tergugat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kredit Nomor
SR/157/R/MN/VI1/2023 yang diterbitkan oleh Bank Sulselbar pada tanggal
09 Juni 2023 atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai
dan cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (nazegelen) diberi kode
T.1 dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Amprah Gaji bulan Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bendahara
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Bukti surat tersebut telah
bermeterai dan cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (nazegelen)
diberi kode T.2 dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi
selain mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah
mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai
gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan
tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten
Majene, maka Pengadilan Agama Majene secara kompetensi relatif berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Menimbang, bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri
Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil juncto Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil sampai pada akhir persidangan tidak mampu menyampaikan surat
keterangan atasannya atas dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat sebagai isterinya yang sah terhadap suaminya yang berkedudukan
sebagai pegawai negeri sipil, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mentaati dan
menggunakan haknya sebagai pegawai negeri sipil serta tidak mengikuti aturan
hukum yang berlaku pada pegawai negeri sipil dalam ketentuan hukum peraturan
perceraian maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berlakulah kaidah
hukum di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
yaitu: "Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih
kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),
Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-
lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan
perkawinannya yang kedua/ketiga’keempat dalam jangka waktu selambat-

lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi
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salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat
di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan
hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (legitima
persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses
mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, hamun upaya perdamaian tersebut
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8
(delapan) bulan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang
tidak mau terbuka maslaah keuangan dan kasar kepada Penggugat sehingga
Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orangtuanya dan
selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui
adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat selama kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak
mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai
dengan P.3 diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen,
sebagian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sebagian tidak
dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan
sebagian bukti surat yang lain merupakan bukti elektronik, namun isinya relevan
dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea
Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan
bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana
tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian
karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara

suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
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maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di
muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh
Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh
karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah
dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di
depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat
telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai
pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus
memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa
yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu
harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang
diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau
dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya
sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1
dan T.2 dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang, dan dalam hal ini bukti tersebut untuk membuktikan bantahan
dalil gugatan Penggugat angka 4;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi selain
bukti surat tersebut dan atas keterangannya Tergugat menyatakan menghormati

apa yang menjadi kemauan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon putusannya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan
keterangan para saksi serta keterangan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-
fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3;

- Bahwa padamula perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
adalah Penggugat merasa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan
Penggugat dan selain itu Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat jika
sedang marah;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah
lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan
istri;

- Bahwa pihak keluarga telah sering mengupayakan rukun namun Penggugat
tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan
ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan
perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh
melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene
pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2
Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 12 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Mj

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses ‘Rp 100.000,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- Pemberitahuan Putusan :Rp ,00
- Meterai ‘Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).
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